
WALI KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI RALIMANTAN "MUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR     12    TAHUN2026

TENTANG

PEDOMAN RENCANA PENGENDALIAN KECURANGAN

DALAM PENGEI+OLAAN KEUANGAN DAERAI+

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang    :    a.  bahwa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik,
bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  di
lingloungan    Pemerintah    Kota    Balilapapan,    diperlukan
komitmen pelaksanaan budaya integritas secara konsisten
dan berkelanjutan;

b.  bahwa    dalam    rangka    menin9katkan    integrifas    dan

penguatan   sistem   pengendalian   intern   di   lin8kungan
Pemerintah   Kota   Balikpapan   diperlukan   tindakan   atas
kecurangan yang berindikasi pada tindak pidan.a korupsi;

c.  bahwa   pengendalian   atas   tindakan   kecurangan   dalam
pengelolaan    keuangan    daerah    memerlukan    landasan
hukum  sebagai  kebijakan  yang  menjadi  pedoman  dalam

penyelenggaraannya     agar     sesual     dengan     ketentuan
peraturan perundang-undangan ;

d.  bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam  huruf a,  huruf b  dan  huruf c,  perlu  menetapkan
Peraturan     Wali     Kota     tentang     Pedoman     Rencana
Pengendalian   Kecurangan   Dalam   Pengelolaan   Keuangan
Daerah;



Mengingat       :   1.

2.
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Pasal_ 18 ayat (6}  Undang-Undang Dasar Negara Republ±k
Indonesia Tahun 1945;`
Undang-Updafig No~mor 2_7 Tahun 1959 tentang Penetapqu
Undang-Undang  Darmrat   No`.   3-`+ahuri   1953   tentang
Pexpanjangan    Pembentdkan    Daerah    Tin8kat    ll    ~di
Kalipantan {Lemb-ara±i `Negara Tahun `1953 No. 9}, Sebagri
Undang-Undang {Lembaran Negara Tahun 1959 _Nomoi 72,  ~
Tambahari  Leribaran  Negara  Nomor  .1-82-0)- s-ebagainana
telah~ beberapa   kali   diubah-  terakhir-  dengan--`-UridangT
Undang   Nomor   8   Tahun   1965   tentang  Pembentukan
Daerah Tin8ka± 11 Tanah Laut, Dae-ran Tingkat 11 Tapir dan
Defal  T-ingkat  11  Tabalong  dengan  Mengubin  Undang-
U_ndan+g No.  27 Talun  1959,_ tentang Penetapan~ Undafig-
Undang Dafurat No. 3+ Tahu= ±953j tentang Pembentukan

Paerah Tin:Eat 11 di Kalimantan {Lembaran Negara Tahun
1965   Nomor  `51,~  Tainbahan   I+e-mbaran -Negara   Nomor    -

-2756);

3.     Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     {Lembarali     Negara     Repubtik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244,  Tambahan  Lembaran
Negara Repubri]s_ Indoriesia Nomor 558_7} , sebagainana telah
beberapa  kaJ|-diubah  terakhir  dengari  bnd`ang-Und.ang
Nomor    1    Tahun   2026   tentang   Penyesualan   Pidana-    iLembaran Negara. Republik ln~donesia Tahun 2026 Nomor

1, T~aribahan Lembaran Negara Republik_ In-donesia Nom6r
7153);

4.     Peratur~an  Pemerintah-Nomor  60  Thhun  2008  tentang
Sist=m Penge~ndalian _Intern Pemerintah {Le~mb-aran Negaia
Repubhilc  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  127,  Tambahan   ~
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomo-r 4890} ;

5.     Peraturan  Pemerirfuah  Nomor   1_2`  Tahun   2019   tentin8`
Pengelolaan Keuangan Daerah {I.embaran Negara RepubHk
Indonesia  Talrun  2019  Nomor  4-2,  Tan_bahan  I.embinli
`NegaraRepublik`IndonesiaNomor6322};

Peraturan  Wali `K@ta _Bal~ikyapar}  Nom6r  20  Tahun 2010
tentang   _Periyelenggaraan   5iste-in   Pengendalian   Intern
Pemerintah  dr- hingfungan  Pemerintah --Kota  Balikpapan`

{-Eerita Daerah Kota Bafikpap-an Tahun 201-0 Nbin6f 20};_
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-    M`EMUTUSKAN:-

.~Mefi-etapkan--  :   PERATURAN   WALI    KOTA   -TENTANG    PEDOMAN   RENCANA  __

PENGENDALIAN      KECURANGAN      DALAM      PENGELOLAAN

KEUANGART~DAE-RAII.

BABI

KETENTUAN UMUM

pasal:1
Dalari-Peraturan Wali Kota in yang dimaksud dengan:`-i.  ~ Daerah adalah Kota Balikpapan.

=_-_.2-=~`=wiali-Kota~adalahwaliKotaBalikpapan.
-3.. Pemerintah   Daerah   adalah   Wadi   Kota   sebagal   unsur  -pe-nyelenggara

_~ ~_- pgmerintahan daerah yarig memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
-  i-   i=

_     -yang-menjadi kewenangan daerah otorioin Kota Balikpapan.-I.-

4.  ~-Perang|ra±  Daerah _ adalah  peralgkat  daerah  di  lingknngan  Pemeriritah--
-~    Daerah.

5.     Ifisp§k±u-±=adalah Inspektur Daerah Kota Batkpapan.
_   6._  Aparatur Sipil Negara`yang selanjutnya disin8kat ASN adalin profesi bagi

_,-`

pegapai negeri sipil dan pegawai pemerintah den-gan peljanjian keg.a -yang~ bekeH.a pada_~Femerintah Daerah:   ~
+r`,LL`+LjE+ I+E+`+c+_ I +ILL+iL iLILLnlLiL  iL/allL -i.

~_ 7:_-   Penyelenggara  Negara  di  Daeial``adalah`ASN  dan  pegawal  lainnya yang
bekelja  pada  Pemerintah  _Daerqh,   badan-uS-aha  milik  Daera]i,   badan
layanan  u~rium  Daerah  serta  pihak yang menerima  dan/atau  mengelola

~  -_ uang dari Pemerintah Dae-riah.
~ ~ 8T    Kecurangan -ad-alah-perbuatan yapg dflakukari  secar~a tidak jujur dengan

`~`  --_tujuan   unfuk  `in`einperoleh   keuntungan   atau-~mengal±batkan  kerugian
-_--

dengan_`_cara  menipu,  in-emperdaya,  atan  cara  lainnya-yapg  melanggar
_Ec_

-----_- 9L.-

ke`tentuan peraturan peruindang-undangan.
Kortxpsi  adalah  tifldak  pidana ~~Sabagaimana  dimaksud  dalam  ketentuan-

perafurari  peru_ndang-undangan  yang  mengatur  tenting  tindak- pidana '-
-  -k-orup_si .---

~_   fo-. ~ Kolusi adalah p6rmufakatan atau ken.a sama secafa melawan hukum antar=  `
` peny-elenggafa` _£egara/Daerah  atau  an±ar-a  penyelenggara  negara/da:rah

dan`fihak  lain ~Jang   inerjgikan   orang   lain,   masyarafat   dan   atau   __
-    -   -'~-   ~negara-/baeiah.-

11.   Nepotisme  adalah _setiap  per-bua=in ~fanyelenggara  negara/Daerah  seca£-a -~
+ ,_ melavari huku-in yang menguntun8kan kepentingan keluarganya dan7atau

-L=

`_-  kroninya diafas kepentingan maayarakat, bangsa, dali negara.
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Pengendaliap Kecurangap adalah proses yang didesain dan diselenggaraha
secaia  spes±fik  untuk  men-cegah,  mefideteksi,  dan  mer_?spun  risik~o  din
kejadiankec-tlranganyang-beind.ikasi-sebagaitindakpidanaKorupsi.-

13.   Peq9egahan adalah -keselurti_flan upaya, cara, dan metode dalam rpengelola
silmber  daya =6rganisasi-dengan  tujuaii-untuk  rien8halangi terwujridnya

~~ .atau timbuln}a faktor ri,§ike, dan penyebab risiko Kecurangan.

1.4.~ _Deteksi  adalah  keseluruhan`  upaya,-cara,-dan  metode  dalan mengelola
~  sum5er days organisasi dengan tujuan untuk mengiden-tifikasi, _menemufari

sertarie:nentukankeber~adaaidaikejadiankecurangan/redjzags.
15-€` -Respon~edalah  keselri-r!i-han`_upaya,  cara,  dan  ri`etode  dalan  mengelola

_sumber   daye  --orgarisasi   dengan   tujua]i   untuk   menumnkan   tingkat
-~          ~kemun~gldnan  kejadian  -dan/atau  menurunkan  tingkat~ dalnpak  kejadian

Ktcurangan yang akan, s6dang atau telah ten.adi.
~ 16-.`-  Edtlkatif adalah upaya pencegahan yang fokus -bada peningkatan kesadaran

` -  risiko Kecurangan serta pengembangan sikap dan peed-aku anti Kecurangan

~   inelalui upaya pendidikan, pelatihan dan pembelajaran.
17.  `FTeventif adalah kegiatan pencegahan antisipatif yang sifatnya mendahultii

~=gEbelum   timbul   falctor   risiko,    sumber   risiko    dan   penyebab   -risiko
-' _Kecurifegan.

-T1~-8. _ Penin8kalan adalah upaya pencegahan yang dilakukan +saat-be~rlangsung

aksi berbuat Keourangan yang teridentifikasi melalui ripaya pengamanan
d_anpenjagaanyang-efekri.

``=--   19. ~Penggentaran   atau   Deteren~si  adalah  .upaya  pencegahan  yang  sifatnya

menin8katkan` kemun8]±nan suatu Kecurangan terdeteksi dengan cepat da=
~   -~pelaku   diancam   untuk   ditindak   dengan   keras   dan   tegas   sehingga

+rieninbulkan rasa takut untu-k berbuat.

20=~ Satuan Tugas Psngendalian Kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk ~
untuk  melakukan  pengelolaan  strategi  Pengendalian  Kecuran~gan  yang

-- diimplemen-tasikan oleh Pe-merintah Daeiah.

21..  Efisiko-~  Kecu~rangan  -adalah   kemun8]drian   ten.adinya   Kectirangari   dan
da±I}pak-potensialjikateH.adi.

22. |nspTeksi Me-ridadak adalah` instrri~men pengawasan falinial, -Preventif,  dan ~
i -=~  -re§pon§if unt_uk in-6motret --kondisi ny~ata tanpa~rekayasa guna memastikari-

kepatuhan     aparatur,     menc€gah     penyimpangan,     serta     menjamin
-  penyelenggaraan pelayalin pub]ik yang akuntabel.-

~2~3.~frobtry~Az{dz.€aq.alahinstruin`:npengapasanind;b~endendanreaz-tr.p!euntuk
-_-    menjamin -iritegritas, .keadfian,  dan  transpalansi_ _suatu  proses pengadaan

~    ~    = `£arapg/jasa guna riencegah benturan kepentingap serta Kecurangan sejak

tahap-a"al.



(qiiaz?.fry + dssoTrtznce}   untrik  memastikan  bahvia  s-elum~h-tahap~an.  proses

`.-                                                 -5--                                                                              _  --.----
24.  -R-eviu Pengadaan -Barang dari--Jasa_-adalah instrumen penjaini_an kualitas

pe-ng'adaan telah memarfuhi prinsip erisiensi,  efek±ivifas,

-- _ -  - 25.

tfapsparansi, rdan
keteEtuafr    peraturan    perundang-undangan    gun-a    me]±±itigasi   -fisiko

panyinpangan. --__

ALE±dit _Ir±¥e~§tigatif/Audit Kh.u~sus`~adalin instrumen penga~wasan mendal=i-`
untu-k mericari `dri- mengumpulkam b`u]ati terkait indikisi penyim.a-angan,

---.=`Ke=6urangain   {ftyztc9,    atau-keft±gi§H_ keua=`gan ` D~aerah   guna   menjTad~i-

1angasan  penjatuhan -=afiksi  adminis±-arif m`aupti-n --tindak --lanjut ` afro-se-s

-26.-_

-F7.

hukum .----  _                                                                               _    --- _--{--A~ss-gt-jEecoueny/`PemulinanAsetadalahlang]Sa]i~strate-gis-LnttikmenelusT±+,

menyslamalrari, _dan  me-figenbalikan- kekayaan  Daerq±+ yang hilang  atau  .
==i

diselewengkan  guna memulihkan  kerugian  keuangan  Pemerintah  Daerah~  `   : -~ ~`--
sec~ara optin`al.
jEej}ca77ij7!g Budaya adalah  lan8kah  sirategis untuk mengubah paradigma,

~=-pol?.__pikir,    dan    perilaku    aparatur    pemerintah    agar    lebih--`ad_a`ri-tif,

-berintegritas,  serta bef_orie~ntasi pada pelayanan -prima guna mewujudkan
^                          .   \    .         +                 ®             -          <           \       -            1       _`= I `~ roform~asi birokrasi yarig berkelanjutan.

-   -                          Pasal2

J{1)   ` ~Peraturan vyali Kota ini-diniatc~sudkan `seb-agal pand-uan ~b-ari -Peny_e|enggala-
__.---

~Negafa di Daerah dalam Pens_endalian K€cufarigan yang berin-dikasi ±indak
_---------   pi±all=.-Korqp§j diffi9fungan pemerintah Daerah.   ~ ~

`- ,,` -----~    ={2)    Pefaffirari wa]i Kota ini bertujuaji untuk:

-- - a. menin8I=:than pengetahuan~ dan pemahainari Perlyelenri`ara Negar-a di
Daerah tentang Kecurangan;-

b.-  ineningfathan  kepatuhan  Penyelenggara  Negara  di-  Daera]i  terhadap
I ketentuan l=angan _mela]aikan Kecurangan;    ~

--c_.   menciptakan lingkungal}_keria dan budaya kel]-a yang transparan dan
--~ akuntabel di lingkungari Pemerintah Daerah;

-   I:         E==d:  membangun_integritas Penyelengg-ara Negara di Daerah yang bersih dan
-  ii-    E=

e.

be~bas dariKQrupsi, Kolusi daii NepotTlsme;   ` _
meiin8±atk-ankredibilitasdankepercayaanpublikataspenyelenggaraa=.~

:I   - _Pelayanari publik Pemerintah Daer-all-; dell _
i _.mewujudka=  pemerintahan  yang  bersih= `-alri`ntab~el,   dan  pelayal}an

pribHk yang prima. ~ ~
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BJas 11
-STRATE`GI PBNGENDALIAN ~KECU-RANGAN i ~

--  pasal ~3.

Pemerintah  Daerah menerapkan  Pengendalian  Kecurangan  sebagai ti-paya   -`   -~-
untuk Ed~£k mentole~ra.nsi Kecrirangan.  ~

-     -(2`) -  Pejlgendalian  Kecurap,gap  sebL=gaimana  dilnaksud  pada  ayat-~ (1}  dide§-aln

-dari_~  ~dis_elen8Barakan    u-ntuk    inemperkuat  `-dan    melen8kapi    si-stem

P-engendaliari intern.                                                                                ~    -
-I(3r   P§ngendal:;n    Kecurangan    sebagaimana    dimaksud    pada`   ayat  _(1)

diimplementasikan oleh Penyelenggara Negara di Daerah.

Pasal 4
(1)+ '~ Strategi -yang diterapkan  dalam  mengendalikan  Kecurangan  sebagainana

dimaksud dalin Pasal 3 terdiri atas:
a.     Penc~egahan;

Deteksi; d_an
c.      Respon.'

-¢}    Str~ategi   Pencegahan

berbentuk:
-i-          E=

--a`.     Edukatif;
-     ,b.  '  I_-rieventif;__`~  -~=

J3)

-s-ebagainana   dinaksu_d

c.     Pe`n-an8kalan; dan
d.   _ Penggentarari atau Deterensi.

pada   ayai   {1i   huinf  a,

Strategi Bet;ksi sebagaimana dimq]zsud pada +ayat ( 1} hunif b, berb_entuk:
-a.     InspeksiMendadak;_     __     _

b.    protry Audit,
c.     Reviu~Pengadaan Barang`dan Jasa;
_d.     penga-wa`s~an berkelanjutan din =Pemantauan berkelanju`tari/co7rfu.rittous --   .~_ _  _

-andifirzg -ctnd continIAoiu;s mond6ri:ng (S.fucap., dan

e.~_  pengawasan intern berbasis ris-iko.

{4)  _ Stlategi Rei}pon sebag±riaha aimaksud pada ayat {1i fiuru_f c,, berbeituk: ~ -
a.    Auditlnvestigatif/Audit Khusus.;  _

~_ __b.     p6ngena-an hukuman disiplin;

_c.     Asset Recoz/eny/Pe-mulihali Aset;

d. -T_ Rejinmt.ng Budaya; dan
-~  e.~    pelaporan ke`Pada instansi yang -berwenang.
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Pasal 5
`(.1)    Strategi Pengendalian  Kecurangan  sebagainana dimaksud  dalam  Pasal-`4

_- d±jabarkan ke dalam atribut sebagai berikut:
-`~~    _ ` a.     kebijakan anti Kecurangan;

-    -  -b.`

F`    -+-

f.---_

struk±ur anti Kecurangan;
standar perilaku dan disiplin`;-`

penilalan Risiko Kecurangan;
manajemen sumber daya main~sia;
`ininajem5n pihak ketiga; dan

9.      sistem z„his£Zebzozdz.rzg dari perlind.hngan pelapor.

+2)    P_enjabarari strategi Peng~enda±ali K6bui-angan sebagaimana dimaksud pada~
.  .ayat   (1)   tercintum   dalam   Lalnpirari

---~ terpisah~kan dari Peraturan i#ali Kota in-ii

jl)
--+-

yang~ merupakan ~ bagian   tida]£  `

--BJnglll

LINGKUNGAN PENGENDALIAN~ KECURANGAN

pasal 6
Lin9kungan  PcZ=ngend_alian  kecurangan  yang  kuat  merupakan  landasan
utama  agar  kebijakan  Pengendalian~  Kecurangan  dapat  beljalan  secara
efelstif dan efisien.
Lin§jstin_gin Pengenda]i~an Kecurangan s-ebagainana dimaksud pada ayat ( 1 )

pahag` sedikit meliputi :
a.     froinitmenjajaran pinpinan;._  ~ ~

_     b.     budaya-anti Kecurangan;
c.   __kebijakan` dan prosedri-Pengendalian Kecurangan;

--

d.     pTengel-ola-Pengendalian Kecurangan;
- e.:-    _penilalari risiko KecuTan-gan (givttd 7Esfe assess7ne7tp;

f.      malajemen pemilihan pihak ketiga dan periberian~ pelayanan publik
kepada masyarakat; dan.

9.      s±stem pelaporan pelanggarin {ayhistzebzout7zg sgsferz2}..

Pasal 7-komitmen jajaran pinpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2`) huruf

a ber-be'ntnk: ` ii-

sikap dan perilaku yang balk sehingga-aapat menjadi cb~ntoh dan teladan
ba-gi pegawai ASN di lingkungan kelja;
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~ b.  ~ deklarasi anti Kecurarigan yang dituan8kan secara tertulis

secara  t€rbuka melalui  berbagal  media yang  digunakan
Daerah;     _

dan diumumkan-,---
oleh Pemeriitin

--  Cr.     pimpinan  dan  seluruh pegawai ASN membuat__dan/atau  menandatanggrii

d.-=

_   _--     -

pakea integritas atau surat pemyataan tidak rielafu-kan Kecri-angan;
menyediakan  sumber  daya yang  dibutuhkan  dalaln  upaya  Pengendalian

i-i_

Kecurangan,_ balk sumber da_ya man_u`sia,  infrastrukfur,  rmansial mau-pun
--kebutuhan lain ya?g relevan-; d~an

_. e.     rielakukan-Respon yang tegas atas segala tindakan Kecurangan yang_ t6ir.adi
- d-i lin`gkungan PeFerintah Daerah.

LT- I- _

Pasal 8
_Eudaya-anti KecuF_angan se`bagainana dimaksud dalam -Pasal 6 ayat (2) h-uruf~b
bee.bJntuk:
a.

- --b-.

-   - -  C.

penuangan komitrien anti Kecurangan ke dal~am visi, nisi, |ujuafi, sa`saran
dan nilai~Pemerintah Daerah;
k`o§_e Letik/stapdar   perilaku   yang   secara  jelas  `~mendefiin_s:ikan   kriteria

-  mengenai pedlaku anti Kecurangan;`dan

peinberian -hukuman   disiplin  ~dan-/a-tau   sanksi   s;su~al   dengan.  jenis``-
pelanggaran yang dilakukan-=beidasarkin ketentuan peraturan perundang--_-,

undangan.

Pasal 9
-'-`~_ Kebijakaji   dan   pro§edur   Pengendali~an _ Kecurangan   sebagaimana   diriaksud

~   ~dalam Pasal 6 ayat (2) hnr`=f-c berbefituk pe~nyusunin dari pen€fapan~ petunj_uk__

tefeis/ perfunjuk-pel==sanaan/prosedur ke`giatan baku Pengendarian Eec`Lrangan
_    -di masing-mating peran`9kat Daerah.

_--  -(1)
Pasal 10

Pengelola Pengendalian Kecurang-an sebagalmana dimaksud dalam Pasal -6
~. ay-at (-2j. hurfuf d berbentuk Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan. +=--

(2r Sainal "gas Pengendalian Kecurangari melaksanakan fungsi -perencanaan,--
desain sistem Pengendalian Keeurangan, ko_ordinasi, morz#on.ng d`an evaluasi
sistem Pengendaliari Kecurangan.

i{3)    StmktFr quganisasi Satuan Ttrgas Pengenda]ian Kecurangari~~sebagaimaria_

`- ai-maksud pada` ayat {1} terdiri a-fas:
a~.     p-enanggu~ng jawab:--Sekretaris Daerah
b.    _walal penanggungjavab: Asisten A.dministrasi umum   _
c.     ketua: Inspektur Daerah __
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d.     sekretaris: Inspe]rfur~Peinbanfu Khusus
e.  ~_  an.ggota te-rdiri alas:

1) K-epala -Bad-an   Ke-pegawalan   dan  ~Pengembangan
~ - - Manus±a;

~     -=' -~~--  ~~2) Ke~pala B`adan Keuangari`-dan_ Aset Daer:h;E=__         --.        _

~   5) Kepala`_Bagian-Hufum;

4) Kepala Bagiap P~engad-;~in Balang dan Jasa; dan

Sumbef   Daya

-5} fin-sur Auditor dafi-Pengariras -Penyelenggaraan  Urusan  P-gineri=tah `

_ Daeral p`ada~ Inspektorat Pembantu Khusus.

{4)   Sa-tuan `Tugas Pen-gendaliafi-¥ecurangai sebagaim:na diniaksud pada ay-a-t
{?`) _ditetap-kan a~engan Keputusan Wall Kota.

Pasal 1 1

{1) ~-Penilaia= Risiko Kecurangan lfroud risfe assessrie7tfl sebagaii'ana dimaksud=~~        -._~dalam  Pasal  6  ayat  (2)  huruf e  beljalan  bersamaari  dengan  pengelolaari_
--~  risikQ pal=a pen±g_rintah Daerah.                                     ~   `

~ -(2r  ~D_aftar    din    peta    Risiko ` -Kecurangan    harus    me-njadi    dasar  _un_tuk

program dan Eegiatan Perierintah Daerah. -

merencanakan   mitigasi   risiko   secara   temkur   dari   komprehensif ~alas

Pasal 12
__.~ _ -{`1)   PemiHhan Piha± ketiga sebagainana-dimaksu`d dalan Pasal 6 ayat (2}`-hufu=f_

iiE-`-+;  ~`dalam hal  bekelja sama_dengan  pemerintahan  Daer`in hari_§-melal`ui

_proses  pemflihan  yang  benar  dan  sesuai  d`eng~ati-~ke~tentuan.  peraturan

perundang-undarLgan.    _sehingga    telpilih    pihak    ketiga    yam.g    memil-iki-=j=
-,--- +

koapitme~n~-anti _Kecuran~gan. _                                                                                                                +

(2.)   -PemberiaL  pelayanan  publ±k  kepada  iasyaia]=at ~S`ebagaimana ~dimaksud
dalam Pasal 6 ayat {2) fiuriif f harus dijal-an~han dengan memenuri kriteria--

~-palayanan pub|jk yang bersih dan mefayani. ~            _ ~ _

{3}   ELak ketiga dari masyarakat peiierima layanin publik`-ineniadi mitfa
1     1   ,,   1                     ,,--~ p_enerapan kebijakan anti Kecurangan.

Pasal 13

utina

---- (i-)._   Sistem  -pelaporin    pelanggaran    {zpfais£!ebzozhag   -=grstem)    sebi-gain-ana

dinaksud  dala=  Pasal-6  ayat .{-2}-hurLf  g  harus  _inudah  diaks~es_d=n
digunakan. oleh masyarakat. - _

-(2-)   --Kebijakan     penanganan     pengaduari     hariis     memberikan     jaminan

~    ~            perlind`un`gafi bagipelapor.                                                        `~  -
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BAR IV

PERILAKU ANTI KECURANGAN

p-asal-14

(-1).   P5nyelenggara Neg_ara di Daefah berkewajiban untuk:
a.   beke±a den-gan j-ujur_dan bertanggringjawab;
b.   men8hind`alkan diri da_ri ptrbfuatan cu-rang;
c.-satin_g mengin8atkan untuk tidak berbuat curang;
d:   menjunjung tinggi in§€tu;i dan inenempatkan kepentingan organisasi ai
`-'_      ` ---  `--

__ `a-fas -kepentingan~ pribadi atau golongan;

e.   menjauhi perbuatan yang mendorong/m6ngarah pada praldek Kolu§i,
Korup`si, dan Nepotisine;
melaporkan_  Kecurangan   yang   didengar,   dilihat--_ atiu   diketahuinya  _
kepada atasan atau pihak lain yaqg berwenang; dan

-  g.~ melaksanakan  tugas  dengan  penuh  rasa  tariggung jawab  darl  tidak
=  ~  melrfukan  perbriatan tercela,  _tanpa pamrih,  balk _untuk kep6ritingan

-pribadi,  keluarga,~ `kroiffi, in`aupun kelompok,  dan tidak mengharapkan
` ` ~imbalan  dalam  be~ntuk_~apapua  yang `b`grt-entari8an  dengari  ketentunn

=Ei

peraturan_pe~rundafig-undangan.
~_(-2)-T. PenyelengBala ` Negara  -di   Daerah  yang~  thelarfukan   Kecurangan dikenai

sanksi sesuai dengan fete_~ntuan`~ perafuian perun-d-ang-undarlgan.
E=-

(-1T -wali

BAB V-

PEMBINAANi)AN PENGAWASAN

Pasal 15
K-ota    melaknka=--'  pembinani    dan    pengawasan    Pengendalia]i

-~    `,           Kecurangari.
-_`~T~2-} _ Ee=binaan   dan   peng-awasan    sebag`;inana   dimaksnd   padi+-ayat   (1)

-
dilaksanafan oleh lnspektur.

t3`)  ~-I-nspekt-=r melaporkan hasfl pembinaan dan pengawasan kepada-Wali KOE=
paing sedikit tiap 1 {satu} tahun sekali.-   -       _,-
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Pada   sraat  Peraturan   Wali   Kofa  ini   mulai   berlaku,   Keputucan  Wa]i   Kota
Balikpapan  Nomor  188.45-358/2023  tentang  Pedoman  Rencana  Pengendalian
Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 17
Peraturan Wall Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan

pada tanggal 3 Agustus  2026
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.
RAHMAD MASUD

Diundangkan di Balikpapan

pada tanggal  3 Agustus  2026

H.. SEKRETARIS DAERAI+ KOTA BAIIKPAPAN,
Ttd.

AGUS BUDI PRASETYO

BERITA DAERAII KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2026 NOMOR  12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA

GERsON hum

HUKUM,

hENAUW
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LAMPIEN
-pE-RATURAN WALI KOTA- EinlKPAPAN--

NOMOR,   12 _TAHUN.2026      _

_TENTANG

~   PEDOMEN RENCANA PENGENDALIAN
------ _

~    KECURANGAN DAI[AM PENCE,LOIAAN- ~

KEUANGAN DAERA±I    ~

TSTRATE-GI PENGENDALIAN KE.CURAN-CIAN

Strategi Pen¥endalian KecurangEfari tercemin dari stru]rir,~ `sistem~dan fulftrr~
-grgarii'sasE-dan t~Erkandung d_alin~beibagai tindatan dan kebijakan, peraturan,

----
~--` pedomri,  pechnjtik  te-hais,  peturijuk  pelaksanaali,  panduaH,  serta  pros`ed-uiT   -

E=_

I_ kegiatan   baku   dan   desaln~pe-ngendaliari   laifinya.   Strafegi   terseb.ut   p-eriu
~di-ikh~tisarkan -dalari _ suatu  Rencana  Pengendalian  Kecurangafi  a[tau~ F7"cZ`

~~ --I as-zrfu6Z~+]7cn {FCP)  agar efektivitasnya dapat diukur,  dinil-al,  drfugkat±an,`-dan     --
a--.
--r-

_atribut F~6P yaitu

penyelenggaraan

~ dievaltrasi  sehingga terwujud  perbalkan yang berkelanjut_an. _FCP yang eFekff
--ineriuat  strategi  Pengendalian  Kecuranaan  yang  mengandung~ 10  (sepuluhL,

-             -`_-

_ _tanda kelengkapan `spesi|ik yang ~terdapat dalam dE-gain_-~dan _
--

Eer±gendalian  Kecurangan yalig diperlu-kari  unfuk me-ncegah,---
I--mendeteksi dan merespons -risiko dan kejadian Kecurangan secara efektif,_ yalig

-<  --      -

terdiri a-fas:   ~                                                                                               --
=1.  ~ Kinij_ckanAnti keedrafigan

-Kebijakan-AntiKecurangan-=erupaka=ker_ap.9karegiilasi_implemenfasiFCP~

~        di suatu organisasi-yang ditetapkafi secara formal oleh pimpinan organisasi.  ~
~ --Kebijalrari~  anti   Kecur-=gin-~ m~em6'erikan  -±erangka   inp|ementisr  bagi
~~ _ofganisasi dalan upaya mengelola Risiko Kecurangan. Dalan konteks ECP,  _

-,~     --        -i~ kebijakap. tersebut me-ngatu`r mengenai apa dari ba-galmana kebijakan driE -  ~
kecurangap_~  terintegrasi    belperan   m6mperrfuat    pengendaliari~  in`tem _

- or-ganisasi   agar  te-rcapai_  tujuan   organ-isasi   d_ari-  tuj-uar   pembangrinan
~-nasional.  Kebijal±a±i  alti  Kecurangan  juga  mengatur  bagalmana  §inergi_,

--    amtaratribul{FCP).                                                            ~     -~

Kebijakan    anti~   Kecurangan    dapat    berialan    efekeif   apabil_a~ syara-I
`   ~      `_fundamental telah terpenuhi,  yaitu  komitmen pimpinan --Of-gani-s-asi- untu`k

_`~   mengimplemenfasikannya   selfa   terciptanya   bu-daya ~ anti +` riircurapg.an
~organisasi  yang  selaras  d-engan  strategi  Pengendalian  Kecurangan  yang

-'        ditetapkin orga:nisasi.

Formaritas  kehig`ari-afi  bukan hanya sebagal dckumeri  un.tuk menc`itrakan
kapatuhan   organisasi   melainhan   berfungsi   sebagai   petunjuk   tentan`§
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ekspektasi  dari  peman9ku  kepentingan,  pippinafi` organisaisi  dan  setiap
apggota ~organiinsi.

Struk±ur`Anti`Kecurangan
Tata  kelola  yang  jelas  dan  almntabel  ~menjadi  bagi-an  penting`- dalam

---+

_   pengembangan  Pengendaliaq  K_ecuranBan.  Tafa  kelofa~ tersebuf  te-nmajud
~'   apabila   terdipat   strukfur_.  anti   Kecurangan   yang-   bertujuan    untuk

. meyakinkan bahifa oztteo7pe strategi anti Kecurangan_ dapat-ter€apai §e-€ara-

~keberlanjutan.   Salain   mendemonstrasikan __k~omitin`en '-anti   Kechrangall,
srfuk±ur  anti  Kecurangan iuga ~beriuju-an  menyelara_skan  FCP  dengan

--   tujuan organisasi dan meri=stikan Fop s€jalin dengan implementasi sistem

-  ~ S.truktur in~ti Kecurangan- adalah unit kelja- yang memiliki fungsi mengelola

sis_ten  Pengendalian  Kecuraligari,  menentuhan  uralan  tugas  para_ pihak
`-

~  yang  diperankarl  sebagai -Pe`nanggung jawab,  serta  mengatur bagaimana

_   in_eTeka melakinckan ttlgas Pengepdalian Kecuringan. Fungsi unit kelja
anti kecurapgan_ _-ini adalah inelakukan pengelolaan _strategi Pengefldalian
Kecur~angari   yang ~dfixplementasi~kan   ole'h-  organisasi.   Uinit`  keria  -ini

-+ain-dalam organisasi.

`-~      bertugas:    --

_a.  ~  membu~al desain Pengengalian Kecurangari see-ala umum;
--b.-    memantau `implementasi FCP;

c.,     melakufari-Teviu atas -sistE~m yang_dijalankan;-dan
~'a.     melapork:an hinelja pengendalian Keourangan yang telah diterapkari. I
``Uni`£ ~kelja  ini  -dapat  berupa   satL   divisi/~sub   divis-i/badan  ±eisendiri,

dibentuk -tin/komite yang teidiri dari berbagai fungsi di organisasi,  atau
~-~ dapat dilalfllk:i  oleh  1  {satu) ~orarig pegavai yang ditunjuk jika uku_rari

suatu organisasi masih kecil. Pembentuhan stniktur ini mempertimbarig]€ap .
asp?k biaya dan manfaat dan perlu ditetapkan oleh pimpinan _organisasi.

~`~   Sy~arat  utama  dari  unit  keg.a  ini  -adalab  memili~ri  akses  langsung  ke~
~ pi-ripin§n _.`k±-menterian/1embaga/Pemerirltah- -Daerah,~ dewan - pen-€awas

badari. usaha milik Daerah,  dan dewan pengawis  bedan layanari umum
Daerah agar dalam pelaksariaan tugasnya dapat independen din memiliki--

-3.

kewenangan` lebih tinggi untuk mengoordinas-ckan imblemen~tasi FCP dengan
ri-rit.-ke±`a.lain.-

___ Standar Perilin~dan Disip]in
S~tandar` p-5rilaku dan-di§±plin~riengur,ajkap mengenai apa yang boleh d_an

-------
d-il~ain]kan ole_h pegawal, tindahan yang legal dan ilegal,  sert;_ tidak boleh
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sanksi yang akan diberikan jika pegawal melanggar standar p?rflaku dan
-disiphi.   --
_E=

---Stari'dar-ini   merupakan,   penjabaran   nilai-nilai  i`gtik-darn  `budaya-ariti    __
~` K+ecuran-gan yang menjadi fondasi aalam pembangunan s`istem pencegahan

day- pendete-ksian Kecurangan pad~a organisasi. Selain itu, standar perilaku
=`aaridisip]inyangditetapkan-o|ehorganisasiharusselarasdenganvisi,misi,

~ ---~-     qujuan, dan sasaran strategis onganisasi.-
'Thj-iian pengembangan standar perilafu anti Kecurangan-antara lain:

~-a.,     men_?tapkan  stindar perilaku -bagi  seluruh  angg6ta organisasi dad-am

melaksari-akan tugas sehari--hari;
b.

C-.

merib-eri±an`__arahan  dan  petunjuk  mengenai  perilalfli  yang  sesuai
dengan standar perilaku dan disiplin di organisasi; dan
mendefinisikan ]ndteria yang jelas mengenai apa yang akan dilalrilkan
ole-h organisasi ke.tika ten.adi pelanggaran etika/ disiplin.

4.~   Penilalan RIsiko_Kecurangan
Penilaian Risiko Keourangari~ atau E7zznd jEisk Assessme7L_yang se]anjuriya
disebut    FRA,    merupakan    proses~  proaldif   yang    berfujuan-~untuk  _
mengideritifikasi  dan  mengafasi  kereritanan  organisa~si  atas  kecurangap
yang dilakukan pihak internal ataupun pihak ekstemal. Sebagal salah satu ~
`atribut -FCP,  FRA merupakan bagian  dari manajemen Risiko Kecurangin

~yarig  sangat  penting  dan~ krusial.  Keberadaan  atribut ini-  merrunjukkan
teridentifikas±ffya   aktivifas -atas   proses   bisnis   yang   rentan   terh-ad`ap
teljadinya   Kecurangan   d_an   memban±u   mengidentififas±   apa,   dimana,
kapan,  riengapa  dan  bagaimana  Kecurangan  ten.adi.  FRA menghasflkan
daltar  dan-peta  Risike  Kecurari-gan  yang -'dapat  menjadi  dasar  untuk  -~
merencap.akan ~initigasi risiko secara teru-kur dali .komprehensif.  FRA j.uga
menjadi  `alat  analisis  dan  evaluasi- kelemahan  Pengendalian  Kecurangan  -
sehingga dapat ditemukam solusi atas Kecurangan -yang masih ten.adi.

--    5.     Manajemen sumber Diy-a Mariusia
-_-

Manajexpen  Su-mber-` Daya   Manusia   {SDM)   adal-ah   seran9kaian   proses

perencanaan,   pengorganisa`Sian,   pengarahali  dan~ pengawasan  kegiatan
pengad-aan,    pengembangan,    pemberian    kompensasi,    pengintegrasian,    ~
pemeliharaari  dan  pelepasan  S=DM  agar  tercapai  tujrian  individu,  tujuan

~ organisasi dan tujuan pe_mbangunan nasional. Dal`am konteks fingendalian
i ifecurangan,. manajemen  SDM  me~rupal±an -upaya  y-ing  dilakukan  -oreri

--   mariEajemen  untuk menciptakan.  suatu  komunita-§  dalam  organisasi yang
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imun`  tel±Iadap, Kecurangan.   Beberapa  aspek  utanga  man-ajemen_ SDM
_ sebagal`'atri-but Fop adalafr    ~

a.     czzte c!z.Zz.gerzce pada pros_es r-erfutin-en danpromosi pegawai. Kegiatan ini
`  -dapat  dilakukan  melalui  wainncara  dan  b_achgro_t„rd  check  terkalt

denga±i   ±eterlibafah   pegawai   pada   kasus   Kecurangan,    akuras`i
kualifikasi   pegawal   atan   adanya   relasi/kerabat   dengap   instansi
peinerintah atau lembaga lain yang mungldri menimbuHran-_ benturan
kepentingan;
klausul-klausul kebijakan anti Kecurangan pada kontrak ken.a; dan
larar}gan    untuk    melalcukan    retal±asi    atau    diskriminasi,    atau
memberikan sanksi kepada tdhisfzedfoz#er yang beritikad balk.

Manajemen Pihak Ketiga
Dalan inenjalarikan kegiatanHya-, -organisas-i b~erhubungan dengan individu,

_   organisasi  dan  entitas  lain-baik  hubungan  yang~ bersifat  kontralrfual
T~- maupun  non-kontraktual.  Hal-~~ini  menj?_djkan F!isiko  Kecurangan  tida]±

-  hanya berasal  dari  inte-inal erg-anisasi -namun juga darn pihak eksteHial.

Or-ganisasi  munghin  memptrnyal _hubungan  dengan  agen,  terlibat  d`al~am
•suafu  ken.a-~sama  ope±-asi   ¢oz.7gf  uerfurej,   konsorsium, ~ memperkeH.akan

k`Qnsultan,      kontraktorrs.ubko-ntraifeQr     pemasok      barang,      penyedia

jasa/1ayqnan,.  distribtltor,   dan   bertransaksi   dengan   konsumen   dan
`pengguna  layan.an  pufflik  serta-  berinteraksi  dengan  poZZz.froedzg  exposed

person dan- E|asyarckat secafa- um`um.
Organisasi  perlu  menilai  Risiko  Kecurangan  yang-bersumber  dare  pihak
ketiga ±ersebut dengan `_pempertimbanghan perarmya bagi organisasi, akses I
t=rhadap~-dr~ta  dan  sumba daya organisasi  dan  tin9kat  tanggung jaw;b
organ±5isi ~`a`5abila  p`ihak  ketigF melakukan  Kecrirangan.  balam  rangka -
memitigasi  Ffi`§iko  Kecurangan  tersebut;  terdapat  beberapa  aspek  utama

_-manajemen pihak ke-tiga s?~ba_griadib_u-t -Fop _yaltu :
-_  -a-.

- Sebelum berhubungan dengan. _Pinak luar, organisasi perlu -mela]flikan
uji   tuntas   dzte   cZ#fty-e-7zce  -STesuai   dengan   Risiko   Kecurapgan  yang
terkandung  dalam  hubHngan  den8an   pihak  ketiga  tersebut.   Dzfe

_€z.Zikyeftce-bertujuaL  u-ntuk  meyakinkan  fahaa  mitra  {balk  individu_
maupun orgiviis=si} yang akan berhubungan din bekeH.a sama dengan
organisasi  adalah  pihak yang  memili]d  komitmen  anti  Kecurangan, ~`
serta kredibilitas, dan rekam jejak yang bajk.  Dengan melakukan uji  ~
tuntas,   organisasi  dapat  mengidentifikasi  Risiko  Kecurangan___ yang
dapat berdampak negatif dalam hubungan ken.a saina dengan mitra..
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-, -b.    Strategi komupikasi yang se§uai kepada pihak ketiga dalam ranin
~,_       _  ` ~  mengin-fQrmasikan__kepada--pih-ak   ketiga   men-genai   nilai-nflai   ariti

C.

7.

d.

•Kecurangan~yang~ dimiri±d -Qrganis=si, prakEk yang lazm, serta hak dan_   _

kewajiban_ 1ay~anan organisasE.
Pelatikan  yang  diperlukan  untuk  mengomunikasikan- kepada  plhak    ~
ketiga  mengenai  standar  dan  prosedur  anti  Kecurangan,  termasufk_
pep_gqunaan saluran whistlebzowing.
Klau§ul  anti  Keculangan  dalam~ kontrak,  antara  lairL mensyara`tkan
koinjtmen  pihak_  ketiga  untuk  mencegah   penyuapan~ dan   be~ntuk

~ K_ecu-ringan  lainnya  y-ang  dilakukan  oleh-,  atas  nana,  atan  untuk

keuntufigrn   pihak  ketiga  tersebut   dali   hak  untti-k-  memutuskan
hub_~ungan   den.gin --pihak   ketiga   jika   terdapat_  penyuapan   yang

-dilafukari olehi alas. nana, atau unfuk keun-tungan pihak ketig-a yang

terkait  dengan  tr=ans~aksi-, ~preyek,  alstivitas, -at`au  nubungan  dengan

`organisasi-.

Sis±em Tbthis£Zebzoz¢z.rzg_ dan Pe-rha-dungan Pelapor
-Salah sarfu falfror penyebab pengendalian intern fidak seperfuhnya efektif    ~

adalah kemun9kinan adanya _Kolusi dan pengabaian. Adanya z«Jzis€Zebzour.7tg
_sgrstem --(vyBS-),- diqu-aksudkan  untuk mengatasi  kelemahan  terse-but- yaitu

-  -dengal_mendorong  peran  ak±if  pegaval  dan  pihak  ekstemal  organisasi

untuk  m`enyampaikan  info~rmasi  mengenai ~dugaari  Kecurangan.   UntLik
-da`pat  efektif,  WBS  perlu--dilengkapi  dengan  perlindu-ngan  bagi -'pelapor

-I `_/z4hisfzez7Zogiv?.zi/.--` Perlindungan  bagi  pelapor  adalah ~'jam=ran _perlindu`ngan

-`yang diberikan .61eh organisasi kepada -belapor dari kemun8kinan -reffiasi

dalan  bentuk`pemecatan,  penurunan  pan8kat,~mutasi  y-ang  tidak  ad_fl ~
maupun  sinksi_~ sosial,   Perlindungan  tersebut  ~memberikan  rasa  aman~
-kepada pelapor sehin`gga. dapap -memberikan mg_tivasi kepada semua pihak

-- untuk melaporkan` kejadian atau indikasi Kecuringan.

U`ntuk  dapal. efektif,  -W_BS  me~riieri-ukan  kepedulian -inggota  organisasi,
-  i-          -     ==-    mitra,  dari inasyarakat.  Ketiganya  b-erperan-untu~k  melaporkan-kejadi~an

Kecurangan, sedapgkan~ orgariisasi meiniki tangguing ja;ab uriu`k:-
a~.     memberikan  €dukasi   inengenai   pentingnya   kepedulian -+organisa~si,-_`
~~_ ~   mira, dan masyarakat;

I  b. _i mengambfl tindakan jika menerima laporan;
``  c-.~-   menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terkait;

-_-__-        _``-~ d..    menyalurkan informasi kepada pejabat yang relevan;

e.     mengLingkapkan  kepada  instansi  yang  berveping  ses_uar  kehiJakari
=` ~   hj iorgafiisasi; dan



-17-

f.      memberi=an umpan ba±± ir??dbacfe) kepada pemberi informasi untuk
riengnju]cka=  bahwa  informasi yang  disampalkan  ditangani  dengan
sungguh-sunggu~? dan `ditindaldinjuti.

` 8. =   Deteksi-F±oalrfuf

Deteksi di-ri yang efektif memeriukan ._de~sain kebijakan yang riencermin~kan ,
--komftmen    organisas~i -untuk-§ecara    proa]atif ~ mencari    kemu~rigkinan~-~

9.

teljadinya sebuin Keeurangan _d-aripad'a menunggii Keciirangan itu` teljadi~
dan ~kemudian  berdainpak  semakin  ri6HiEesar.  Selaln  -itu,  p-eningkatan -
keinunglinan tertapgkap saat qielakukap pe~rbualali sering kali membuat

-pelq]fli  Kecurangan  enggan  untuk~inelakukan  perbuatarmya. -Onganisasi
-~  dapat meribangup sistem`~deteksi dini sesuai dengan ukuran organisa`si dan
~   risiko yang dihadapi.  Organisasi kec-i|._d~apat ifienggunakan _Sis_ten deteksi-

' - dini   manual.  ~Sed.angkan   u=tuk  organisasi   besar_ perlu   menggunakan

ban=u-a= --telmologi  untuk  menin8katlrm  kenampuan  organisasi  dalan
-ri-endete`ksi KecuraHgan. --                                                                                    ` ~

Investigasi
Orginisasi   memerlukan   .proseaur   investigasi   yang   menjariin   bahwa

~ -Ke'curangan yang terdeteksi  ditapgani  dan  diinvestigasi  secara ~ sistematis

din  profesional.  Investigasi  =dalah  prosed-air  internal-  orgariisa-si  dalam
.---

pe~flgtimpulin  dan  analisis  data  dan  infomi_asi  ~unQi.k--,- mengetarfui  atau
_ meinbu]alfan   suatu   dugaal   kejadian   Kecurangan.   Organisasi   dapa-t

memilih-~u_ntuk  riela]stikan  in¥estigasi  mandiri  apalrda  memililri  -srimber
daya yang-cukup dan `kompcrfen, atau meneruskan kepada orgapisasi= lain

-----E=_-yang lebih kompeten, atau bekelja salna denga|i organisasi lain.

----
-10.-  Tindakali-Korektif.

__  -Tindakan   Korektif   merupak_ari   -,broses identifikasi   dan -elimiria~si   -akir

masalah sehingga masalai _tersebut ri~dali terulang kembali. Dalam konteks
~ P`6ngendaliap -Kecurarigan,  orgariisasi  dapat  memflih  tindakan  -hukuman+-

disiplin,  pelaporan  kepada inisfa=si yang belivenang,  cEssed recoz/ez¥,  atau
+`-

iejinm€ng b_udaya organisasi menjadi budaya_ant± -K5cu`ran.gan agar tlpaya
deterensi-dapat-b`eH.-alan lebih-efektif.    ~
Tujuar}  dan _maniaat  dari  thdakan~kore]stif bagL organisa+Si` ad`alah-~agaL_

-i-

terdap~at  kepas~tian'-` h~u-hal-ri  dat|Ii  penang~anan  ri-ecuraligan.   Ofgani_sasi
---~   --~   --`perlu memflik kriteria yangjelas mengenai tinaakan pelanggaran seperi-~apa

-~ yan=g  akan  ditindak  meialui  -tin_dck-in  tertentLi,  serta  bagain~ina _upaya

_ ~  -i'apemitigasi  agar  perbuitan  tefse6ut  rid~ak  ditrfu~ oleh  Pegawai  lain,  dan
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bagaimana   menciptakan   lingloungan   organisasi   yang   imun   terhadap

perilaku Kecurangan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.
RAHMAD MASUD

Salinan sesuai dengan ashinya
Pit. KEPALA

GERsoN hum

AGIAN HurmM,

LuhENAUW


